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BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN HARGA SATUAN PER M2 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA DAN BANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA (BANGUNAN
GEDUNG DAN RUMAH DINAS) KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang :a.bahwa dalam rangka memberikan standar pembiayaan

pembangunan gedung negara sehingga pelaksanaan

perhitungan suatu bangunan ada keseragaman, sederhana,

dan efisisen dan diharapkan tercipta standar perhitungan

berdasarkan pada pasar serta terjaga keakurasiannya;

b. bahwa untuk mewujudkan pembiayaan bangunan gedung

Negara yang efektif serta memenuhi persyaratan teknis,

perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Harga

Satuan Per-M? Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan

Bangunan Pagar Gedung Negara (Bangunan Gedung dan

Rumah Dinas) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur;



Menetapkan
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M /2007
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung

Negara;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN

PER M2 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN
BANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA (BANGUNAN GEDUNG
DAN RUMAH DINAS) KABUPATEN SAMPANG TAHUN
ANGGARAN 2014.



-3-

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Harga Satuan Tertinggi Bangunan
Gedung Negara dan Bangunan Pagar Gedung Negara (Bangunan Gedung dan
Rumah Dinas) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 Harga Satuan
Tertinggi Bangunan Gedung Negara dalam Kabupaten Sampang Tahun 2014.

Pasal 2

Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Pagar
Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 3

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Sampang untuk melaksanakan
ketentuan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 22 September 2014

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB



Diundangkan di : Sampang

pada tanggal . 22 September 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR :

42



